





















Banyaknya perceraian dilakukan oleh sebagian orang menggunakan alat 
komunikasi telepon seluler sedang marak dilakukan. Seiring dengan era 
digital, juga terjadi perceraian melalui alat telekomunikasi merupakan input 
dari kemajuan teknologi yang sebegitu pesat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kajian hukum “Pernikahan Wanita Yang Diceraikan Melalui 
Telepon Seluler. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 
normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara studi 
kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan 
menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kasus seperti 
ini memiliki status hukum yang jelas karena Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang nikah tidak mengatur masalah akad nikah. Di sisi lain, Kompilasi 
Hukum Islam juga belum membahas masalah ini meski masalah ijab dan 
kabul serta kehadiran saksi telah dibahas mengikuti sistematika dalam fikih 
klasik. Kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam dan 
hukum nasional mengenai perceraian melalui telepon seluler bahwa 
diperlukannya melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim 
sebagai penegak hukum. Meskipun terjadi kekosongan hukum, namun 
terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-
undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap 
hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, 
karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin 
sudah tidak relevan dengan zaman Dalam kondisi undang-undang tidak 
lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan 
hukum (rechtsvinding). Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan 
undang- undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-
peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul 
dalam masyarakat. 
. 
Kata Kunci: Kepastian hukum, nikah, telepon seluler. 
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A. Latar Belakang 
 
Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang 
dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. 
Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan 
baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan.
3
 Perkawinan menurut Islam 
adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami 
isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.
4
 
Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari 
ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT 
kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah 
itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. 
Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan 
rahmah, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.
5
 
Umumnya, prosesi perkawinan dilakukan di tempat yang sama dengan kehadiran 
calon pengantin, wali, keluarga, dan juga para tamu undangan. Namun, akibat pandemi 
virus Corona, kegiatan yang melibatkan berkumpulnya banyak orang dilarang untuk 
saat ini. Pemerintah juga telah mengimbau untuk tidak bepergian. Ini membuat sebagian 
orang bimbang, terutama mereka yang telah merencanakan tanggal perceraian sejak lama 
dan kini tidak dapat bertemu. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat tetap dapat 
berinteraksi, bahkan menikah dengan memanfaatkan alat telekomunikasi seperti telepon 
seluler, seperti yang dilakukan oleh pasangan asal Sulawesi.
6
 Berdasarkan hal tersebut, 
sebelum membahas tentang sah tidaknya perceraian yang dilangsungkan secara virtual, 
lebih baik mengetahui beberapa rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi. 
Sebagaimana ketika melaksanakan perceraian, umat muslim harus memperhatikan rukun 
nikah. Lima rukun tersebut adalah adanya mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali 
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nikah, adanya dua orang saksi, dan ada ijab kabul. Sementara itu, syarat ijab kabul adalah 
ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, kesesuaian ijab dan kabul, yang 
melaksanakan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum kabul dari calon suami, 
dan berlaku seketika.
7
 Banyaknya perceraian dilakukan oleh sebagian orang 
menggunakan alat komunikasi telepon seluler.  
Terjadinya perceraian melalui alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan 
teknologi yang sebegitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan 
bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain, namun disisi yang 
berbeda juga banyak penyalahgunaan yang terjadi, termasuk kasus perceraian melalui 
telpon seluler yang semakin marak dilakukan. Konteksnya dengan hukum islam yang 
bersifat universal, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri, 
bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan 
tempat.  
Dari sisi hukum Islam maupun hukum positif belum mengatur secara spesifik 
perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi 
lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, 
perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparatur penegak hukum. Hal 
semacam ini yang berpotensi untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan baru yang 
perlu kajian lebih mendalam untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu diperlukan 
pembaharuan hukum melalui reformasi hukum, atau penafsiran guna memberikan 
manfaat atau kemashlahatan sosial bagi masyarakat. Reformasi hukum ini dilakukan 
guna mengisi kekosongan hukum khususnya terkait dengan perkembangan perceraian 
menggunakan teknologi komunikasi. Sehingga persoalan perceraian lewat telepon perlu 
mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam. Berdasarkan hal 
tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu pernikahan 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah bentuk kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam 
dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon 
seluler? 
2. Bagaimanakah kajian hukum pernikahan wanita yang diceraikan melalui telepon 
seluler? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam 
dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon 
seluler. 
D. Manfaat Kegiatan 
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 
a) Memberikan penjelasan terhadap mahasiswa STIT Palapa Nusantara tentang 
pentingnya memahami kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum 
Islam dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan 
menggunakan telepon seluler?, dan hukum pernikahan wanita yang diceraikan 
melalui telepon seluler? 
b) Mampu memahami secara maksimal tentang manfaat hukum pernikahan wanita 
yang diceraikan melalui telepon seluler 
c) Mampu menganalisa tantangan pernikahan wanita yang diceraikan melalui telepon 
seluler 
d) Mampu memahami fungsi hukum pernikahan 
e) Untuk mengetahui peran penting manfaat hukum.   
E. Signifikansi 
Signifikansi dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut:  
a) Tingginya kesadaran akan tanggung jawab terhadap perceraian.  
b) Terbentuknya mahasiswa yang mampu memahami manfaat hukum perceraian melalui 
telpon seluler, sehingga memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang memadai.  




F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang 
dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum 
kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti 
bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.
8
 Sedangkan pendekatan penelitian ini 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan 
pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis 
maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.
9
 
2. Sifat Penelitian 
Untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini diperlukan suatu 
spesifikasi penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha 
mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa 
memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabal yang diteliti bisa 
tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.
10 
3. Sumber Data 
a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur‟an, serta Hadist (Sunah 
Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula 
sebagai data kewahyuan. 
b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 
publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum: 
1) Bahan Hukum Primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang 
berhubungan dengan permasalahan skripsi ini. 
3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan 
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petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.
11
 
4. Alat Pengumpul Data 
Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian studi dokumentasi yang 
didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang 
relevan dengan penelitian. 
5. Analisis Data 
Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, 
mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan 
jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana 
memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan 
permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. 
 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Perkawinan 
 
Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang 
dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.
12
 
Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 
mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas 




Perkawinan atau perceraian dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua 
kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari 
orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis Nabi. Hukum Islam 
mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-
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pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut 
Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membemtuk keluarga yang kekal, 
santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.
13
 
Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan 
bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan   lahir   berarti bahwa para 
pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, 
baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam 
hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa 
dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk 
hidup bersama sebagai suami istri. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan 
pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah perceraian, yaitu akad yang sangat 
kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya 
merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum 
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI maka pada 
dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak terdapat perbedaan 
prinsipil.  
Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : 
1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir 
yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai 
perempuan dengan menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi 
yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam 
bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon menpelai dalam arti tidak 
ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang 
peranan penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga 
bahagia dan kekal. 
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan 




pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagi isteri. 
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan 
pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti 
sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama. 
4. Ditambahkan pada pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islan, maka tujuan dari 
perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan 
dengan kata akad mitssaqan ghalidzan yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari 
ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin 
yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan 
semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha 
Esa. 
Makna dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jika dikaji maka 
akan bermakna : 
1. Perkawinan adalah Perceraian 
Perceraian adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha 
atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhny adalah 
“menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah 
dartikan lebih khusus dalam konteks syari‟ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian 
untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.
14
 Kata ini jelas tercantum 
pada Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 3: 
 
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil
[265]
, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 
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Arti dari kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai 2 macam 
seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari 
sisi hubungan kelamin. Jika melihat pada Al-Qur‟an surat Al- Baqarah ayat 230 : 
 
Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 
 
2. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah 
 
Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah 
Allah SWT, barang siapa yang yang melakukan perintah Allah SWT maka ia telah 
beribadah kepada Nya. Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan 
hambanya untuk melakukan perkawinan ini. Digambarkan dari firman Allah SWT 
pada Q.S Ar-Rum ayat 21. 
B. Pengertian Alat Komunikasi 
 
Pengertian alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk 
menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja 
atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini juga bukan hanya menyampaikan 




menggunakan alat komunikasi, hampir setiap hari menggunakan alat komunikasi untuk 
sekedar menyampaikan informasi atau mencari informasi. Alat komunikasi terus 
berkembang sering berkembangnya teknologi. Alat komunikasi sangat membantu untuk 
melakukan komunikasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Alat komunikasi sudah 
membuat manusia menjadi ketergantungan dan sulit untuk lepas dari alat komunikasi ini. 
Alat komunikasi ini dibedakan menjadi 2 yaitu modern dan tradisional. Ini dibedakan 
berdasarkan perkembangan zaman. Alat komunikasi merupakan sarana penting untuk 
menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari. Sejak jaman dahulu sampai sekarang, ada 
banyak jenis alat komunikasi yang digunakan. Mulai dari alat komunikasi tradisional 
yang masih menggunakan cara-cara konvensional, hingga alat komunikasi berteknologi 
modern yang mampu digunakan secara global. 
Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan zaman, untuk mengenal 
kembali berbagai macam alat komunikasi tradisional dan modern yang pernah digunakan. 
Sebagaimana alat komunikasi tradisional dan modern yang ada saat ini sangat cukup 
berbeda, dimana alat komunikasi saat ini lebih menjangkau keseluruh tempat yang tidak 
dapat dijangkau oleh alat komunisi tradisional. Jika zaman dahulu proses komunikasi 
masih dilakukan dengan penuh keterbatasan, maka kini proses komunikasi jauh lebih 
advance karena sudah bisa menjangkau seluruh dunia.
15
  
1. Alat Komunikasi Modern 
a. Telepon Kabel. Di awal perkembangan teknologi, telepon kabel menjadi alat 
komunikasi modern yang banyak diminati. Sesuai namanya, telepon kabel 
menggunakan jaringan kabel sebagai penghubung antar satu pengguna dengan 
pengguna lain, hal inilah yang membuat penyebaran jaringan telepon mudah 
menyebar di wilayah-wilayah pedesaan karena biaya infrastruktur bisa ditekan. 
Sayangnya, umum telepon kabel tidak terlalu panjang. Seiring waktu berjalan, 
masyarakat sudah mulai beralih menggunakan penemuan baru yang lebih modern, 
yakni ponsel atau telepon genggam. 
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b. Faksimili. Faksimili adalah alat komunikasi tertulis yang bisa digunakan untuk 
mengirim pesan dalam bentuk tulisan. Mesin ini sangat efektif digunakan untuk 
pekerja kantor yang sehari-hari membutuhkan pengiriman dokumen antar 
departemen. 
c. Smartphone. Seiring perkembangan zaman, telepon yang dulunya menggunakan 
kabel kini sudah bersifat wireless atau nirkabel. Saat ini telepon genggam atau 
ponsel menggunakan sinyal yang dipancarkan oleh tower transmisi dan satelit 
komunikasi. Alhasil, perangkat ini menjadi mesin komunikasi modern yang 
sangat fleksibel. Kehadiran smartphone juga banyak merubah kebiasaan 
komunikasi masyarakat. Menariknya, kita sudah bisa menggunakan smartphone 
untuk mengakomodir berbagai kebutuhan. Mulai dari bermain, belajar, 
komunikasi, hingga memperlancar urusan pekerjaan. 
C. Strategi Pelaksanaan  
1. Research atau penelitian, tahap ini merupakan penelitian tentang permasalahan yang 
dihadapi, permasalahan tersebut dipahami sedemikian mendalam dan mendetail 
sehingga masalah tersebut bisa diketahui dengan jelas penyebab dan akibatnya. 
2. Action atau aksi, setelah mengetahui masalah-masalah tersebut secara mendalam 
dan mendetail, barulah masuk dalam langkah yang kedua yaitu pencarian alternatif 
untuk memecahkan masalah tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa 
item dalam program kerja yang akan dilaksanakan. 
3. Participatory, kedua item di atas dilaksanakan secata partisipasi artinya dengan 
melibatkan seluruh peserta dalam melakukan identifikasi masalah serta teknik untuk 
mencari solusi secara bersama-sama.16 
Dari ketiga prinsip PAR tersebut, dosen, mahasiswa bersama-sama melakukan 
identifikasi masalah perencanaan dan aksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang dihadapi. Disamping itu, nuansa penelitian serta kritik yang konstruktif terhadap 
kondisi tersebut menjadi tugas independen dosen dan mahasiswa sebagai bentuk laporan 
pertanggung jawaban atas keterlibatan  atas proses pendampingan yang dilakukan. 
Setelah melakukan identifikasi tersebut, juga ditentukan solusi yang jitu untuk 
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi tersebut. Solusi yang ditentukan oleh tim 
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pendamping adalah dengan mempertimbangkan masalah-masalah itu, jadi solusi yang 
ditawarkan oleh para Narasumber dengan melihat apa yang menyebabkan timbulnya 
masalah tersebut, sehingga solusi yang bisa memecahkan secara langsung terhadap 
semua akar-akar permasalahan tersebut. Dari beberapa solusi yang ada, kemudian 
merealisasikan dalam  bentuk program-program kegiatan dan kegiatan-kegiatan itu 
kemudian akan menjadi awal perencanaan untuk memecahkan masalah. 
D. Metode Kegiatan PKM 
Metode yang diterapkan untuk setiap tujuan adalah sebagai berikut. 
a. Ceramah dan tanya jawab, metode ini untuk menjawab permasalahan 1, 2, 3, 4, dan 
5. Peserta diberikan materi yang sesuai permasalahan dari beberapa orang yang ahli 
di bidang terkait. Penyajian materi diberikan dalam waktu yang sesuai dengan 
kebutuhannya (jumlah jam per materinya dapat dilihat di sertifikat – terlampir). 
b. Praktik-praktik, metode ini untuk menjawab permasalahan 1, 2, dan 5. Pelaksanaan 
praktik berjalan seiring dengan materi teoretisnya agar dapat langsung direfleksi 
hasil praktiknya. 
c. Penugasan, hal ini dilakukan untuk merealisasikan jawaban atas permasalahan 1, 2, 
3,4, dan 5. Hal ini merupakan gayung bersambut atas kegiatan yang diselenggarakan  
Tabel 1. 





1 Ceramah & tanya jawab Materi 1: Kerangka konseptual tentang pernikahan 
wanita yang diceraikan melalui telepon seluler 
2 Ceramah & tanya jawab Materi 2: Pengelolaan tentang pernikahan 
wanita yang diceraikan melalui telepon 
seluler 
3 Ceramah & tanya jawab Materi 3: Bentuk dan fungsi pernikahan wanita yang 
diceraikan melalui telepon seluler 
4 Ceramah & tanya jawab Materi 4: langkah dan strategi pernikahan wanita 
yang diceraikan melalui telepon seluler 




pernikahan wanita yang diceraikan melalui telepon 
seluler 
6 Diskursus dan Diskusi Mengidentifikasi fungsi dan ruang lingkup 
pernikahan wanita yang diceraikan melalui telepon 
seluler 
10 Brainstorming Evaluasi dan rencana tindak lanjut 
 
a. Langkah-langkah Kegiatan PKM 
1. Tahap Persiapan 
Beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap awal ini adalah: 
a. Koordinasi Internal koordinasi dalam tim (dosen dan mahasiswa) untuk 
membagi tugas dan menyiapkan kebutuhan pendampingan (pemateri, perkap, 
administratif, dsb.) 
b. Koordinasi selanjutnya dilakukan dengan LP2M untuk saling kerjasama, 
dalam perekrutan peserta, pengadaan alat dan Tim.  
2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan 
a. Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: penyajian materi, 
praktik-praktik terstuktur, pendampingan langsung, dan tugas. 
b. Tahap awal pelaksanaan (sebelum penyajian materi) adalah pembukaan 
kegiatan pelatihan  yang dibuka oleh Ketua LP2M STIT Palapa Nusantara. 
Kegiatan pendampingan ini dilakukan pada 25 November 2019. Upacara 
pembukaan dilakukan bersama, antara panitia, dan Tim pendamping. 
c. Penyajian materi dilakukan dalam 2 hari. Tempatnya adalah ruang yang 
sama. Dalam 2 hari tersaji 5 materi yang disampaikan oleh tim pendamping 
dan pemateri lain yang dipilih sesuai keahliannya.  
E. PELAKSANAAN KEGIATAN PKM 
a) Gambaran Kegiatan 
1. Waktu dan Tempat Kegiatan  
Pelatihan ini bertempat di Aula STIT Palapa Nusantara, waktu kegiatan pelatihan 
dilaksanakan mulai tanggal 24-25 Maret 2019.   
2. Perencanaan 




kegiatan, dan program yang menjadi skala prioritas yang akan dilaksanakan, program 
tersebut direncakan yang berkaitan terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait 
dengan pernikahan wanita yang diceraikan melalui telepon seluler, dan mencarikan 
solusi/alternatif penyelesaian masalah. 
3. Jadwal Kegiatan  
Jadwal kegiatan dapat dilihat dari table berikut ini: 
 
Tabel II 
 Jadwal Kegiatan Pelatihan  
Hari 
ke 





























Penjelasan tentang pengabdian 
masyarakat sebagai salah satu tugas 
tri darma perguruan tinggi 
mahasiswa 
Penjelasan tentang”  “Organisasi 
Kesiswaan” 
Penutup / Doa 















Landasan konseptual dan kerangka 
Ilmiah tentang pernikahan wanita 
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4. Pelaksanaan  
a. Menentukan prioritas  usia mana yang akan ditangani. 
b. Menentukan waktu, peserta, jenis kegiatan disesuaikan dengan karakterristik 
mahasiswa. 
c. Menentukan personil yang meliputi penanggung jawab kegiatan, pemateri, 
koordinator kegiatan, dll. 
d. Buat Rundown Acara dan penanggung jawab per acara. 
e. Buat form notulen acara. 
f. Buat dokumentasi kegiatan: audio dan video. 
g. Membuat laporan kegiatan. 
 
5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM 
Beberapa hasil yang dapat dimunculkan dalam kegiatan ini adalah terkait 
dengan jumlah peserta, hasil penilaian praktik, daftar peserta.  
Tabel 3. Daftar dan Sebaran Asal Sekolah Peserta Pelatihan 
 
WILAYAH JUMLAH PESERTA LOKASI 
Lombok Timur 80 Peserta dari masing-
masing Prodi 
 




                  80 
 
Tabel di atas menunjukkan jumlah peserta yang melebihi target awal. Awalnya 
hanya akan disasar 50 peserta saja, tetapi yang mengikuti pelatihan menjadi 30 siswa. 
b) Metode Kegiatan 
Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan 
tersebut di atas ,agar pendampingan dapat berjalan dengan lancar maka sebagai 
alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: pendampingan dilakukan 
dengan pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat 




Adapun metode yang digunakan adalah: 
1. Ceramah bervariasi. 
Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting 
untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode ini 
dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan 
gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif 
banyak secara padat, cepat dan mudah. 
Materi yang diberikan meliputi: konsep media pembelajaran, macam 
media, kelebihan dan kekurangan media, dan langkah-langkah 
pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. 
2. Interview/Wawancara 
Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-
tahap dalam mengidentifikasi masalah yang ditemukan di masyarakat dan 
mencarikan solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut. 
3. Solusi Permasalahan 
Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yang 
terfokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi. 
 
B. Langkah-Langkah Kegiatan 
Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah 
pendampingan secara intensif dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Ceramah tentang Landasan konseptual dan kerangka Ilmiah tentang pernikahan 
wanita yang diceraikan melalui telepon seluler 
2. Ceramah tentang landasan teori pernikahan wanita yang diceraikan melalui 
telepon seluler 
3. Diskusi pernikahan wanita yang diceraikan melalui telepon seluler 
















A. Kajian Hukum Perceraian Melalui Telepon Seluler Perspektif 
Hukum Islam 
Proses modernisasi masyarakat muslim secara lebih khusus memberikan implikasi 
yang tidak sedikit terhadap perkembangan hukum Islam. Setidaknya, hukum Islam telah 
menjadi salah satu elemen hukum Negara modern dan turut dalam satu sistem Negara 
yang legitimited. Demikian kiranya wacana yang memengaruhi perkembangan hukum 
Islam di abad XIX dan dari sini pula kanusisasi hukum Islam terjadi di Negara-negara 
muslim, terutama ranah hukum keluarga.
17
 Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di 
berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga.
18
 
Proses perceraian pada umumnya dilakukan secara face to face dalam satu tempat, 
namun dalam perceraian via telepon, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun 
bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang 
antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara 
keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak 
saling bertemu dalam satu tempat. Seiring perkembangan teknologi, percakapan lewat 
telepon pun semakin canggih. Jika dahulu orang-orang dapat bercakap dengan hanya 
saling memperdengarkan suara, namun pada masa kini telepon sudah dilengkapi dengan 
fasilitas video dan layar sehingga penggunanya dapat saling melihat wajah dan gambar. 
Pada perkembangannya, perceraian yang dilakukan melalui fasilitas telepon bukan hanya 
disebabkan oleh kondisi darurat, tetapi juga karena sudah dianggap lebih praktis dan 
efektif dibanding jika harus mempertemukan semua unsur perceraian dalam satu tempat.  
Berdasarkan hal tersebut, jadi Perceraian via telepon dalam konteks bahasa yaitu, 
perceraian yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau 
yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa perceraian via telepon 
merupakan perceraian yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk 
melaksanakan perceraian, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian 
dari syarat dan rukun dalam perceraian yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang 
ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses perceraian atau poses ijab 
qabul dengan melalui jalan telekmunikasi suara Dalam kitab-kitab fikih klasik, masalah 
perceraian pada umumnya mencakup masalah-masalah sebelum menikah (muqaddimat 
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al-nikah) hingga urusan berumah tangga. Di sini terlihat atensi ulama fikih terhadap 
masalah tersebut meskipun hal-hal dalam perceraian tidak terlepas dari perdebatan atau 
ikhtilaf. Perceraian dianggap sah secara syariat jika syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. 
Menurut Jumhur, rukun nikah ada empat yaitu ijab kabul atau sigat, ada calon istri, calon 
suami, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya mencakup 
ijab dan kabul. 
Berdasarkan hal tersebut, meski perceraian via telepon tidak dibahas oleh ulama-
ulama fikih klasik, namun ada beberapa hal yang dapat diindentifikasi melalui perspektif 
fikih yaitu masalah syarat ijab kabul dan kehadiran saksi. 
 
 
B. Kepastian Hukum Terhadap Perbedaan Pandangan Hukum Islam Dan Hukum 
Nasional 
Indonesia merupakan negara yang jumlah mayoritas penduduknya beragama 
Islam, namun konstitusi negaranya tidak menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi 
sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa. 
Sehingga Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi 
nasional, selain Hukum Adat, dan Hukum Barat. Apabila menggunakan tipologi 
pembaharuan hukum Islam merupakan tipologi yang ketiga, sebab menempuh jalan 
kompromi antara syariah dan hukum sekuler.
19
 
Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada 
kitab-kitab fikih klasik, fikih modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan 
(yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa 
perceraian melalui telepon itu sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, di sisi lain, perceraian melalui telepon juga mendapat 
tanggapan berbeda. Beberapa ulama menyatakan bahwa perceraian melalui telepon tidak 
sah. Hal ini dikemukakan oleh Munawir Sadzali dan Ketua MUI Pusat. Pendapat ini 
mengacu kepada mazhab Syafi‟i yang mensyaratkan akad nikah harus satu majelis, 
dalam arti satu tempat. Di samping itu, akad nikah itu bersifat ta‟abudi (ibadah), sehingga 
jika dilaksanakan melalui telepon tidak sah hukumnya.
69
 Selain Munawir Sadzali, H. 
Masykuri dari Denanyar Jombang Jawa Timur juga berpendapat bahwa akad nikah 
menggunakan sarana telepon tidak sah. Alasannya tidak ada nash atau dalil yang 
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menguatkan, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis, apalagi menyebutkan bahwa akad 
nikah melalui telepon sah. Manusia tidak boleh membuat sesuatu atau merekayasa aturan 
sendiri dalam pelaksanaannya, kecuali ada nash atau asas yang memerintahkannya.
20
 
Berdasarkan hal tersebut, jadi level konstruksi hukum adalah pada rechtschepping 
atau bisa disebut juga dengan pembentukan hukum. Jika hal kedua yang dilakukan, yaitu 
keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak jelas, tidak ada aturannya, 
maka diperlukan konstruksi hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal, 
diantaranya adalah seorang Hakim harus memperhatikan elemen sosio-kultural dari 
masyarakat setempat. Kewajiban seorang Hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan 
yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam konteks permasalahan ini, yakni 
terkait dengan perceraian melalui telepon, yang belum diatur dalam hukum positif, maka 
harus dilakukan konstruksi hukum (pembentukan hukum) agar terdapat payung hukum 
yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut. 
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A. Simpulan  
 
1. Perceraian melalui telepon seluler perspektif hukum Islam merupakan persoalan 
yang baru, sebab dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan mengenai 
persoalan tersebut. Namun dalam kenyataanya di zaman moderen ini teknologi 
makin canggih dan perceraian hal semacam itu pun terjadi. Maka terjadilah ikhtilaf 
dikalangan ulama kontomporer. Ada yang mengatakan bahwa perceraian tersebut 
tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap perceraian 
tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan imam Syafii dengan alasan 
bahwa yang melakukan aqad harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan 
praktek perceraian tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah. 
2. Kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum nasional 
mengenai perceraian melalui telepon seluler bahwa diperlukannya melakukan 
penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim sebagai penegak hukum. Meskipun 
terjadi kekosongan hukum, namun terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran 
peraturan perundang- undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap 
hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya 
undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman 
Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus 
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Dengan perkataan lain, hakim harus 
menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-




1. Perlunya suatu pemahaman yang sama kepada seluruh ulama yang berada di 
Indonesia terkait dengan diperbolehkannya perceraian melalui telepon seluler 
atau tidak, sebab masih dirasa belum ada kesepemahaman diantara para ulama 
tentang penafsiran tersebut. 
2. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah dengan 
menggunakan telepon seluler untuk tetap mematuhi syarat dan ketentuan yang 
telah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perubdang-undangan maupun 











Ahmad Fanani. 2010. Panduan Menulis Surat Kontrak. Yogyakarta: A-Plus 
Book. 
 
Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grfaika. 
 
Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. Bunga Rampai Hukum Keperdataan. 
Bandung: Nuansa Aulia. 
 
Djaja S. Meliala. 2019. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan 
Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia. 
 
---------------------. 2019. Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan 
Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia. 
 
Dyah Ochtorina Susanti Dan A‟an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal 
Research). Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro‟atul Akhiroh. 2020. Nikah Via Medsos. 
Sukabumi: CV. Jejak. 
 
Eli Wuria Dewi. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Fence M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Reviva Cendekia. 
Frans Satriyo Wicaksono. 2009. Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat 
Kontrak. Jakarta: Visimedia. 
Handri Raharjo. 2002. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia. 
Harumiati Natadimaja. 2009. Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan 
Hukum Benda. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
 
Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
 
Jamaluddin. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press. 
Juliansyah Noor. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana. 
Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. Perikatan Yang Lahir dari 









Moh. Ali Wafa. 2018. Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam 
Hukum Islam Dan Hukum Materil. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan 
Asy-Syari‟ah Modern Indonesia). 
 
Moh. Khusen. 2013. Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim. 
Yogyakarta: STAIN Salatiga Press. 
 
Nurhilmiyah. 2020. Hukum Perdata. Medan: CV. Multi Global Makmur. 
 
P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: 
Djambatan. 
 
Peter Mahmud Marzuki. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 
 
R. Soeroso. 2018. Perjanjian di Bawah Tangan. Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Salim HS. 2011. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: 
Sinar Grafika. 
 
-------------------. 2015. Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah). 
Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Siska Lis Sulistiani. 2018. Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga 
dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam. 
Yogyakarta: Gama Media. 
 
V. Harlen Sinaga. 2015. Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum 
Materiil. Jakarta: Erlangga. 
 
Wahyu Untara. 2014. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Indonesia Tera. 
 
 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Arya Wira Hadikusuma, “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan 








Kompilasi Hukum Islam), dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 
Februari 2015. 
 
Habib Shulton Asnawi, “Perceraian Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam 
Di Indonesa”, Al-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Vol 1, No 1 (2012). 
 
Muhammad Sabir, “Perceraian Via Telepon”, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 
2/2015. 
 
Andy,  “Mengenal Alat Komunikasi Tradisional dan Modern”, melalui 
https://qwords.com/blog/mengenal-alat-komunikasi-tradisional-dan- 
modern/, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 10.10 Wib. 
 
Kumparan, “Hukum Islam Soal Perceraian Lewat Video Call, Sah”, melalui 
https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-islam-soal-perceraian-lewat- 
video-call-sah-1tMTpX, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 10.20 
Wib. 
